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(1) 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf 
d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ 
atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,oo (lima ratus juta 
rupiah). 

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (1) huruf a, huruf 
b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ 
atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,0oo (satu miliar 
rupiah). 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan 
status Eselon I.b berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI 
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Dengan selesainya penyatuan tulisan ini, penulis mengucap- 
kan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Istri, Anak, 
Mantu, dan Cucu yang selalu mendukung penulis menyele- 
saikan buku ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yang Maha Kuasa 
selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin. 
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Dr. Monang Siahaan, SH. MM. 
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KASUS KORUPSI 


SANUSIBERIMBAS 
KE MORATORIUM 
"REKLAMASIPANTAI - 


Pendahuluan 


Anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi telah mene- 
rima uang Rp2 miliar dari bos Podomoro Land untuk 
memuluskan pembuatan peraturan daerah mengenai 
reklamasi Pantai dalam wilayah Jakarta Utara. Rekla- 
masi pantai tersebut sudah berjalan dan banyak 
pembangunan gedung bertingkat yang mewah. Pem- 
bangunan reklamasi pantai tersebut membuat para 
nelayan di sekitarnya menurun penghasilannya dan 
lingkungannya rusak, dan banyak kritikan dari ma- 
syarakat terutama dari pengamat hukum terutama 
Mahfud MD menyatakan reklamasi pantai tersebut 
melanggar hukum dan supaya diberhentikan semen- 
tara dan sejalan dengan itu Rizal Ramli menyatakan 
moratorium sementara atas reklamasi pantai tersebut 
dan sebenarnya kebijaksanaan melakukan moratori- 
um tidak dapat diterima Ahok Gubernur DKI karena 
mengurangi pendapatan daerah. 
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II. Perbuatan Korupsi 


Perbuatan Korupsi sebesar Rp2 miliar yang dilakukan 
Muhammad Sanusi Anggota DPRD DKI tertangkap 
tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 
sudah dijadikan tersangka termasuk pemberi uang Rp2 
miliar. Atas tindakan tersebut dalam rapat paripurna 
DPRD DKI telah memutuskan tidak ada pembuatan 
Ranperda terkait reklamasi pantai. Selanjutnya berkem- 
bang bahwa Pemerintah Pusat turun tangan bahwa 
mengenai reklamasi pantai termasuk kewenangan Ke- 
menterian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelaut- 
an dan Perikanan, dan melalui Menteri Koordinatornya 
Rizal Ramli telah memutuskan melakukan moratorium 
sementara reklamasi pantai untuk melengkapi semua 
persyaratan perizinannya dan semua kegiatan pemba- 
ngunan di daerah reklamasi pantai diberhentikan. 


II. Rencana Rp5 Miliar per Anggota DPRD DKI 


Menurut informasi tiap Anggota DPRD DKI berencana 
mendapat Rp5 miliar dari para pengembang, hanya saja 
belum terlaksana semuanya Muhammad Sanusi sudah 
ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tin- 
dakan DPRD DKI tersebut dilakukan selama kepemim- 
pinan Ahok Gubernur DKI tidak ada pemasukan sebagai 
penghasilan anggota DPRD DKI di luar gaji. Ditambah 
lagi, pilkada sudah mendekat yang akan dilaksanakan 
tahun 2017 padahal penghasilan belum ada. 
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Merugikan Pemda DKI 


Moratorium reklamasi pantai menimbulkan kerugian 
bagi Pemerintah Daerah DKI karena yang tadinya ba- 
nyak pemasukan keuangan ke kas pemda DKI menja- 
di tidak ada terutama pembangunan gedung-gedung 
bertingkat baik tempat hunian atau perhotelan dan ke- 
giatan bisnis lainnya. Pada umumnya bangunan yang 
berdiri di lahan yang direklamasi tersebut bangunan 
mewah yang harga tanahnya cukup tinggi dan tiap 
bangunan rumah atau apartemen harganya di atas satu 
miliar rupiah yang berakibat NJOP-nya akan tinggi yang 
menguntungkan Pemerintah Daerah DKI dan penda- 
patan lainnya. 


Moratorium Menimbulkan Gugatan 
dari Pengembang 


Menurut Ahok Gubernur DKI dengan dilakukannya mo- 
ratorium reklamasi pantai tersebut akan merugikan 
pihak pengembang yang sudah banyak mengeluarkan 
dana untuk itu. Kemungkinan para pengembang dapat 
menggugat Ahok Gubernur DKI ratusan triliunan ru- 
piah dan nanti yang membayarnya bukan Ahok tetapi 
Pemda DKI karena Ahok melaksanakan tugasnya atas 
nama Gubernur DKI. 
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VI. 


VII. 


VIII. 


Moratorium 


Mengenai reklamasi pantai telah ditangani Pemerintah 
Pusat dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 telah 
dibahas Presiden Joko Widodo bersama para menteri. 
Keputusan Presiden Joko Widodo bahwa Reklamasi 
pantai moratorium selama enam bulan dan semua 
reklamasi 1 sampai 17 menjadi satu secara terintegrasi, 
semua di bawah kendali Pemerintah, dan tidak boleh 
ada permasalahan hukum. 


Merugikan Nelayan 


Dengan dilakukannya reklamasi pantai di Jakarta Utara 
telah menimbulkan pendangkalan pantai dan kerang 
yang tadinya banyak sekarang sudah tinggal sedikit 
dan untuk ikan dan kerang harus jauh ke tengah pantai 
yang menimbulkan menambah pengeluaran tinggi dan 
penghasilan menurun. Di samping itu karena pengha- 
silan nelayan berkurang banyak pengangguran dan ba- 
nyak beralih kerja menjadi tukang ojek yang tidak biasa 
dilakukan. 


Kesimpulan 


Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan se- 
bagai berikut: 


1. Muhammad Sanusi anggota DPRD DKI telah me- 
nerima uang sebesar Rp2 miliar terkait reklamasi 
pantai. 
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Rencana tiap anggota DPRD DKI akan mendapat 
Rp5 miliar dari para pengembang dan pengusaha 
terkait reklamasi pantai. 

Reklamasi pantai dimoratorium sementara dan 
menghentikan semua kegiatan pembangunan 
dan pengerukan tanah. 

Tindakan moratorium menimbulkan kerugian 
bagi Pemerintah Daerah DKI yang mengurangi 
pendapatan daerah. 

Para pengembang dapat menggugat Ahok atas 
moratorium tersebut mengingat para pengem- 
bang sudah banyak mengeluarkan dana. 
Reklamasi pantai Jakarta di wilayah Jakarta Utara 
menimbulkan kerugian bagi para nelayan. 


Saran 


Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan. 
Sebagai berikut: 


1. 


Reklamasi Pantai Jakarta dalam wilayah Jakarta 
Utara banyak menimbulkan kerugian terutama 
merusak lingkungan hidup, kerang dan ikan sudah 
tercemar dan tidak baik untuk kesehatan manusia. 


Bila melihat pencemaran pantai dan merusak ling- 
kungan sudah wajar karena perkembangan ma- 
syarakat yang tidak mungkin dipertahankan lagi. 
Untuk hal tersebut lebih tepat dilakukan reklamasi 
pantai tersebut, daripada semua pembangunan 
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di daerah reklamasi dipindahkan ke darat berapa 
ribu hektare tanah pertanian yang berubah status 
dari tanah pertanian menjadi daerah perumahan 
dan perhotelan, yang berakibat mengurangi peng- 
hasilan padi dan terpaksa mengimpor beras dari 
negara luar untuk memenuhi kebutuhan pokok 
manusia. 


2. Pembangunan di tanah reklamasi pantai semua 
kegiatan pembangunan dapat direncanakan de- 
ngan baik dengan tatakota yang baik tanpa ada- 
nya rumah penduduk yang mengganggunya. Pem- 
bangunan yang dilakukan di darat pembangun- 
an tidak bisa direncanakan dengan baik terpaksa 
membangun berkelompok-kelompok karena su- 
dah sulit mencari tanah kosong yang luas untuk 
membangun tatakota yang baik. Untuk mencari 
2-5 hektaretanah sudah sulit dan hampirtidak ada 
dan kalaupun ada untuk menggusurnya meng- 
alami kesulitan ditambah harga tanahnya sudah 
cukup tinggi. 


3. Masalah nelayan yang banyak mengalami keru- 
gian atas reklamasi pantai terutama lapangan 
kerja tidak begitu sulit mengatasi. Para nelayan 
harus beralih profesi dari nelayan menjadi pekerja 
di lingkungan pembangunan reklamasi pantai. 
Para pengembang yang membutuhkan tenaga 
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kerja kasar sebagai pembantu lebih mengutama- 
kan tenaga nelayan dan bila masih kurang dicari 
tenaga pembantu dari luar para nelayan, dan bila 
para pengembang membutuhkan tenaga satpam 
yang berpendidikan SMP dan SMA diutamakan 
dari keluarga nelayan, dan nantinya semua warga 
nelayan akan menjadi pekerja di daerah reklamasi 
pantai baik sebagai pembantu rumah tangga, sat- 
pam, sopir, dan lain-lain. 


Moratorium reklamasi secepat mungkin dicabut 
agar dapat dilakukan pembangunan baik tempat 
pemukiman, perhotelan, dan perniagaan untuk 
meningkatkan pemasukan ke kas daerah. Para pe- 
ngembang juga supaya dapat berusaha dengan 
tenang tanpa dihantui terkait dengan perizinan. 
Semua aparat pemerintah melaksanakan tugas- 
nya sesuai fungsinya masing-masing, yaitu Gu- 
bernur DKI melaksanakan pembangunan dengan 
baik dan para anggota DPRD DKI membuat Ran- 
perda terkait reklamasi pantai tanpa imbalan apa 
pun dari para pengembang. 
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Pendahuluan 


Pembelian Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,6 hek- 
tare seharga Rp755 miliar yang terletak di Jalan Kiyai 
Tapa yang dilakukan Ahok Gubernur DKI. Pembelian ta- 
nah tersebut menimbulkan masalah dan Badan Peme- 
riksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan 
adanya ditemukan kerugian negara sebesar Rp191,33 
miliar. Selanjutnya atas informasi yang diperoleh Ko- 
misi Pemberantasan Korupsi meminta hasil Peme- 
riksaan BPK dan tanggal 7-12-2015 BPK menyerahkan 
hasil pemeriksaannya kepada KPK, dan Komisi Pem- 
berantasan Korupsi (KPK) pada hari Selasa Tanggal 12 
April 2016 selama 12 jam, memeriksa Ahok Gubernur 
DKI sebagai saksi dan sampai saat ini masih melakukan 
pemeriksaan yang hasilnya secara yuridis belum ada. 
Bersamaan dengan pemeriksaan Ahok Gubernur DKI 
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oleh KPK di mana TV One sekitar jam 19.30 wib sampai 
10.30 wib menyelenggarakan acara Indonesia Lawyers 
Club (ILC) dengan topik Bola Panas Pembelian Rumah 
Sakit Sumber Waras, dan dalam acara ILC tersebut banyak 
yang memberikan pendapat yang positif dan negatif. 


Pembelian Rumah Sakit Sumber Waras 


Ahok Gubernur DKI telah membeli Rumah Sakit Sum- 
ber Waras dengan luas tanah 3,6 hektare seharga Rp755 
miliar dan letak tanah tersebut di Jalan Kiyai Tapa de- 
ngan harga NJOP yaitu Rp20,7 juta NJOP, Pembelian 
Rumah Sakit Sumber Waras tersebut akan dijadikan 
Rumah Sakit Kanker untuk memenuhi kebutuhan ma- 
syarakat Jakarta. Pembelian tanah tersebut sudah se- 
suai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 


Hasil Pemeriksaan BPK 


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan 
pemeriksaan atas pembelian Rumah Sakit Sumber 
Waras tersebut, dari hasil pemeriksaannya ditemu- 
kan kerugian negara sebesar Rp191,33 miliar. Selain 
itu pembelian tanah tersebut tidak sesuai dengan 
ketentuan administrasi yang harus dipenuhi. 


Pembahasan dalam ILC 


Dalam Indonesia Lawyers Club dengan tema Bola Panas 
Pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, dalam acara 
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tersebut banyak yang berpendapat bahwa pembelian 
Rumah Sakit Sumber Waras adanya kesalahan menge- 
nai kerugian negara belum ditemukan. 


Pernyataan Pihak Ahok 


1. Pendapat Ahok Gubernur DKI 


Menurut Ahok Gubernur DKI bahwa pembelian 
Rumah Sakit Sumber Waras sudah sesuai keten- 
tuan bahwa harga tanah tersebut dibeli sesuai de- 
ngan NJOP yaitu harga per meternya Rp20,7 juta 
yang seluruhnya Rp755 miliar atas 3,6 hektare dari 
luas tanah. 


Ahok Gubernur DKI menanggapi hasil Pemerik- 
saan BPK yang menyatakan bahwa pembelian 
tanah Rumah Sakit Sumber Waras menimbulkan 
kerugian negara 191,33 miliar, hasil pemeriksaan 
BPK tersebut tidak benar dan ada data yang di- 
sembunyikan BPK. 


BPK juga membenarkan hasil pemeriksaannya 
bahwa ada kerugian negara sebesar Rp191,33 mi- 
liar dan BPK siap digugat di Pengadilan bila hasil 
pemeriksaannya tidak benar. 


2. Penjelasan Rumah Sakit Sumber Waras 


Penjelasan manajemen Rumah Sakit Sumber Wa- 
ras menyatakan bahwa Rumah Sakit Sumber Wa- 
ras seluas 3,6 hektare yang dibeli Ahok Gubernur 
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VI. 


DKI seharga Rp755 miliar letaknya di Jalan Kiyai 
Tapa dengan harga per meternya Rp20,7 juta per 
meter sesuai NJOP yang berlaku. Nilai NJOP perme- 
ter Rp20,7 juta dibuat Menteri Keuangan, dengan 
demikian pembelian tanah Rumah Sakit Sumber 
Waras tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. 


3. Kepala Agraria Jakarta 


Kepala Agraria Jakarta telah memeriksa tanah Ru- 
mah Sakit Sumber Waras seluas 3,6 hektare yang 
dibeli Ahok Gubernur DKI dan sudah memeriksa 
sertifikatnya benar terletak di Jalan Kiyai Tapa de- 
ngan NJOP Rp20,7juta per meter. Berdasarkan hal 
tersebut tidak ada kerugian negara dan pembelian 
tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. 


Pemeriksaan KPK 


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memerik- 
sa pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang 
dibeli Ahok Gubernur DKI seluas 3,6 hektare seharga 
Rp755 miliar dengan harga sesuai dengan NJOP sebe- 
sar Rp20,7 juta. Dalam pemeriksaan tersebut belum 
ditemukan kerugian negara dan niat jahat dari pem- 
belinya, dan sampai saat ini Komisi Pemberantasan Ko- 
rupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan. Mengenai 
terbukti atau tidaknya pembelian tanah Rumah Sakit 
Sumber Waras diserahkan kepada hasil penyidikan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan jangan ada 


Ahok Pun Digoyang 


13 


14 


yang campur tangan dalam penanganannya semuanya 
dipercayakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 


(KPK). 


VII. Kesimpulan 


Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 


Ts 


Ahok Gubernur DKI telah membeli Rumah Sakit 
Sumber Waras seluas 3,6 hektare sebesar Rp755 
miliar dengan harga per meter sesuai dengan NJOP, 
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) atas pembelian tanah Rumah 
Sakit Sumber Waras ada kerugian negara sebesar 
Rp191,33 miliar. 

Sesuai keterangan Ahok Gubernur DKI, Manaje- 
men Rumah Sakit dan Keterangan Kepala Agraria 
Jakarta bahwa tanah rumah sakit yang dibeli Ahok 
Gubernur DKI terletak di Jalan Kiyai Tapa dengan 
NJOP Rp2o,7 juta. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah me- 
meriksa Ahok Gubernur DKI sebagai saksi dan be- 
lum ditemukan kerugian negara dan niatjahat. 
Ahok Gubernur DKI membantah hasil pemerik- 
saan Badan Pemeriksa (BPK) adanya kerugian ne- 
gara sebesar Rp191,33 miliar dan menuding BPK 
ada menyembunyikan data. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap membe- 
narkan hasil pemeriksaannya dan bila tidak puas 
atas pemeriksaannya siap digugat di pengadilan. 
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VIII. Saran 


Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan 
sebagai berikut: 


1. 


Pembelian Rumah Sakit Sumber Waras sebesar 
Rp755 miliar di mana ada dua pihak yang saling 
beda pendapat, di mana pihak Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) menyatakan adanya kerugian 
negara sebesar Rp191,33 miliar sedangkan kete- 
rangan Ahok Gubernur DKI, Manajemen Rumah 
Sakit, dan Keterangan Kepala Agraria Jakarta me- 
nyatakan tanah tersebut terletak di Jalan Kiyai 
Tapa dengan NJOP Rp20,7juta dan tidak ada keru- 
gian negara dan sudah sesuai dengan aturan yang 
berlaku. Berdasarkan perbedaan pendapat terse- 
but supaya dipercayakan hasil pemeriksaannya 
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada 
tidaknya kerugian negara atas pembelian tanah 
Rumah Sakit Sumber Waras. 


Dalam pembelian Rumah Sakit Sumber Waras 
yang dituding adanya kerugian negara sebesar 
Rp191,33 miliar dan masalah tersebut diduga ada 
yang membesar-besarkannya untuk menjegal 
Ahok Gubernur DKI menjadi calon Gubernur DKI 
yang kedua kali, karena Ahok Gubernur DKI dalam 
elektabilitas selalu peringkat tertinggi dari pe- 
nantang-penantangnya. 


Ahok Pun Digoyang 


15 


PENDUKUNG .CALON 
GUBERNUR 


LEWATINDEPENDEN 
MEMBUBUHKAN 
” 'METERAI'Rp6.000 - 


Pendahuluan 


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dalam bulan 
April 2016 telah menetapkan bahwa pendukung calon 
Gubernur DKI harus menempelkan meterai Rp6.000 
dalam blangko dukungannya. Calon gubernur yang 
menggunakan jalur independen merasa keberatan ka- 
rena membutuhkan biaya besar, padahal mencalon- 
kan diri lewat independen karena tidak adanya uang 
tetapi menginginkan menduduki jabatan Gubernur 
DKI untuk memimpin rakyat tanpa korupsi. Kebijaksa- 
naan KPU tersebut diduga banyak mengundurkan diri 
mencalonkan lewat independen dan sama sekali tidak 
mengikutinya, dan bila lewat jalur partai politik lebih 
besar lagi dana yang dibutuhkan untuk itu, padahal be- 
lum tentu menang. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Meterai Rp6.000 


KPU telah membuat aturan pendukung calon Kepala 
Daerah melalui jalur independen membubuhkan me- 
terai Rp6.000 di atas formulir dukungannya, dengan 
maksud bahwa fotokopi KTP benar bukan palsu. Dikha- 
watirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak 
benar. Maka dengan dicantumkan atau ditempelkannya 
meterai Rp6.000 dapat diterima kebenarannya dan 
bila sampai palsu orang yang memberikan dukungan 
tersebut dapat dihukum dengan ancaman hukuman 
selama enam tahun, sebagaimana diatur dalam “Pasal 
263 KUHP berbunyi 


(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan 
surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu 
perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, 
atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi 
sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan 
atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu 
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka ka- 
lau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu 
kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hu- 
kuman penjara selama-lamanya enam tahun. 


(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsi- 
apa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang 
dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipal- 
sukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan 
sesuatu kerugiai". 
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